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Abstract. The complex issue of incest, which involves sexual relations between close family members, has 
caused a stir in society. In Indonesia, incest is regulated in various laws such as the Criminal Code as 
regulated in Articles 284, 285, 294 and 338 of the Criminal Code and Law Number 35 of 2014 concerning 
Child Protection. In the crime of incest, there are several causal factors such as psychological instability, 
social pressure and the inability to understand ethical boundaries in family relationships. This research 
uses normative juridical legal research, using a statutory approach and a case approach. The formulation 
of the problem in this research is what are the factors that cause cases of incest accompanied by murder in 
psychological, social and economic aspects as well as what is the review regarding criminal penalties for 
perpetrators of incest accompanied by murder in accordance with positive law in Indonesia. In Indonesia, 
incest is not only seen as an immoral act, but is also threatened with strict criminal penalties. However, 
delving into the root causes of incest and the judge's considerations in handing down a decision against 
the perpetrator is an important step in understanding the complexity of this issue 
 
Keywords: Incest, Murder, Criminal Imposition, Indonesian Positive Law 
 
Abstrak. Isu kompleks mengenai inses, yang melibatkan hubungan seksual di antara anggota keluarga 
dekat telah menimbulkan kehebohan di masyarakat. Di Indonesia, inses diatur dalam berbagai undang-
undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284, 285, 294 dan 
338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Dalam tindak pidana 
inses, terdapat beberapa faktor penyebab seperti ketidakstabilan psikologis, tekanan sosial dan 
ketidakmampuan untuk memahami batasan etika dalam hubungan keluarga. Penelitian ini menggunakan 
penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan 
kasus. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
kasus inses disertai pembunuhan dalam aspek piskologi, sosial dan ekonomi serta bagaimana tibjauan 
mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku inses disertai pembunuhan sesuai dengan hukum positif di 
Indonesia. Di Indonesia, inses tidak hanya dipandang sebagai tindakan amoral, tetapi juga diancam dengan 
hukuman pidana yang tegas. Namun, menyelami akar penyebab inses dan pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap pelaku menjadi langkah penting dalam memahami kompleksitas isu ini. 
 
Kata kunci: Inses, Pembunuhan, Penjatuhan Pidana, Hukum Positif Indonesia 
 
PENDAHULUAN 

Isu kompleks mengenai inses, yang melibatkan hubungan seksual di antara anggota 
keluarga dekat telah menimbulkan kehebohan di masyarakat. Di Indonesia, inses diatur dalam 
berbagai undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur dalam 
Pasal 284, 285, 294 dan 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan anak. 

Dalam tindak pidana inses, terdapat beberapa faktor penyebab seperti ketidakstabilan 
psikologis, tekanan sosial dan ketidakmampuan untuk memahami batasan etika dalam hubungan 
keluarga. Selain itu, perhatian terhadap budaya dan norma sosial yang ada dalam masyarakat 
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Indonesia tentunya sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku individu terkait insen. Faktor-
faktor ini menjadi penting untuk dipahami agar dapat mengantisipasi kasus serupa di masa depan.1   

Tindak pidana inses merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan keresahan dalam 
masyarakat. Pertanggungjawaban pelaku inses merujuk kepada pasal-pasal yang terdapat dalam 
KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Widyastuti, U., & Yustiana, 2016). Bentuk 
pertanggungjawaban terhadap pelaku memiliki tujuan apakah sebagai bentuk penghukuman, 
penegakan norma atau sebagai upaya rehabilitasi terhadap pelaku. Upaya pengungkapan dan 
penanganan terhadap tindak pidana inses agak sulit untuk dilakukan dikarenakan dinamika sosial 
dan budaya dalam masyarakat yang memiliki stigma tabu terhadap topik ini. Oleh karena itu perlu 
pemahaman yang komprehensif agar dapat mengidentifikasi strategi yang lebih efektif dalam 
mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan resiko insesn serta 
memperkenalkan perlindungan terhadap anggota keluarga. 

Salah satu kasus inses yang terjadi di masyarakat adalah kasus yang melibatkan Rudianto, 
di mana dia melakukan hubungan inses dengan Endah, anak kandungnya, dan berujung pada 
pembunuhan terhadap tujud bayi hasil hubungan tersebut. Tindak pidana ini dilakukan oleh 
Rubianto dikarenakan obsesinya akan kekayaan. Sebagai sebuah tindak pidana yang terjadi dalam 
keluarga, tentunya tindak pidana inses dapat memberikan dampak yang berkepanjangan kepada 
korban. Oleh karena itu penelitian ini akan berfokus kepada faktor-faktor penyebab terjadinya 
inses, pertanggungjawaban terhadap pelaku, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis serta 
dampak psikologis dan emosional yang dialami oleh seluruh anggota keluarga yang terlibat. 

Berdasarkan uraian diatas maka permalasahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 
apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus inses disertai pembunuhan dalam 
aspek piskologi, sosial dan ekonomi serta bagaimana tibjauan mengenai penjatuhan pidana 
terhadap pelaku inses disertai pembunuhan sesuai dengan hukum positif di Indonesia 
METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, 
dengan menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus  
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan kajian literatur, inses, atau hubungan seksual di antara anggota keluarga dekat, 
merupakan fenomena yang kompleks dengan akar penyebab yang bervariasi (Budiarti, Y., & 
Anggraini, 2014). Faktor psikologis sering kali menjadi pemicu, di mana pelaku inses mungkin 
terkendala oleh masalah kepribadian, mengalami trauma masa kecil, atau bahkan terjerat dalam 
kecanduan seksual yang memicu perilaku yang tidak pantas. Di sisi lain, faktor sosial juga 
memainkan peran penting, dengan lingkungan keluarga yang disfungsional atau norma-norma 
tidak sehat yang dapat memberikan celah bagi terjadinya inses. Kurangnya pengawasan dari orang 
tua juga dapat meningkatkan risiko inses di kalangan keluarga yang rentan. Tidak kalah 
pentingnya, faktor ekonomi seperti kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta 
informasi juga dapat menjadi pemicu terjadinya inses, memperumit situasi yang sudah sulit bagi 
keluarga yang berjuang ekonomi. Dengan memahami beragam faktor yang terlibat, kita dapat 
mengambil langkah-langkah preventif yang lebih efektif untuk melindungi anggota keluarga dari 
risiko inses (Nisa, U., Wardoyo, 2020). 

Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab inses 
memungkinkan kita untuk menggali akar masalah yang lebih dalam dan merumuskan strategi 

                                                           
1 Surtiretna, Nina, 1997, Bimbingan Seks Bagi Remaja , Remaja Rosdakarya, Bandung. 
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intervensi yang lebih efektif. Faktor psikologis, seperti gangguan kepribadian atau trauma masa 
kecil, menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik terhadap kesehatan mental individu yang 
rentan terhadap perilaku inses. Pengembangan layanan kesehatan mental yang lebih luas dan 
terjangkau dapat menjadi langkah penting dalam memberikan dukungan kepada mereka yang 
membutuhkan (Ayudia, R., & Solikhah, 2018). 

Faktor sosial yang mencakup lingkungan keluarga yang disfungsional dan kurangnya 
pengawasan orang tua menyoroti pentingnya pembangunan dan penguatan jaringan dukungan 
sosial dalam masyarakat. Program pendidikan dan dukungan keluarga yang lebih proaktif dapat 
membantu mengubah norma-norma yang tidak sehat dan memperkuat ikatan keluarga yang sehat 
(Dewi, S. P., Damayanti, 2017). Di sisi lain, faktor ekonomi, seperti kemiskinan dan keterbatasan 
akses terhadap pendidikan, menunjukkan perlunya upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial 
dan ekonomi yang mungkin menjadi pemicu inses. Peningkatan akses terhadap pendidikan, 
pelatihan kerja, serta bantuan ekonomi kepada keluarga yang rentan dapat membantu mengurangi 
tekanan finansial dan memberikan alternatif yang lebih baik bagi mereka. 

Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga 
swadaya masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan, kita dapat bekerja bersama-sama untuk 
mengatasi faktor-faktor penyebab inses secara komprehensif. Hanya dengan pendekatan yang 
terintegrasi dan kolaboratif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung 
bagi semua anggota masyarakat, serta mencegah terjadinya insiden-insiden inses di masa depan. 
Melanjutkan pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab inses, perlu dipahami bahwa interaksi 
kompleks antara faktor-faktor tersebut seringkali memperumit situasi. Misalnya, lingkungan 
keluarga yang disfungsional akibat faktor ekonomi dapat memicu tekanan psikologis yang 
meningkatkan risiko terjadinya inses. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi 
menjadi kunci dalam penanganan masalah ini. 

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa faktor-faktor penyebab inses tidaklah statis, tetapi 
dapat berubah seiring waktu dan berbagai perubahan dalam kehidupan individu dan keluarga. 
Oleh karena itu, strategi intervensi juga perlu bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan-
perubahan tersebut. Upaya-upaya preventif, penting juga untuk memberikan perhatian yang 
memadai terhadap korban inses. Hal ini termasuk penyediaan layanan kesehatan mental, 
dukungan psikososial, serta akses terhadap layanan hukum dan perlindungan bagi korban. 
Dengan memberikan dukungan yang komprehensif kepada korban, kita dapat membantu mereka 
pulih dari trauma dan membangun kembali kehidupan yang lebih baik (Cahyani, P., & Andriani, 
2021). 

Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor penyebab inses menjadi landasan yang 
penting dalam merancang strategi intervensi yang efektif dan berkelanjutan. Hanya dengan 
pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti, kita dapat mengatasi masalah inses dengan 
cara yang holistik dan berkelanjutan. Dalam proses menjatuhkan putusan terhadap kasus inses, 
hakim harus mempertimbangkan sejumlah faktor yang kompleks dan beragam. Pertimbangan 
dimulai dengan menilai berat ringannya perbuatan inses, termasuk apakah inses terjadi dengan 
paksaan atau suka sama suka, apakah ada kekerasan fisik yang terlibat, dan seberapa besar 
dampak trauma yang dialami oleh korban. Selanjutnya, hakim juga akan meneliti motif dan tujuan 
pelaku, apakah itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau mungkin dipicu oleh kelainan 
seksual. Selain itu, faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan hukuman juga menjadi 
pertimbangan penting, seperti riwayat residivis pelaku atau sejauh mana mereka menunjukkan 
sikap kooperatif dan rasa penyesalan. Namun, tak kalah pentingnya, hakim juga harus 
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mempertimbangkan upaya pemulihan bagi korban, termasuk apakah mereka telah menerima atau 
akan menerima bantuan seperti terapi psikologis atau konseling. Dengan memperhatikan semua 
faktor ini secara cermat, hakim dapat mengambil keputusan yang adil dan berpihak kepada 
keadilan serta pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus inses. 

Dalam mengambil keputusan terhadap kasus inses, hakim juga harus mempertimbangkan 
implikasi jangka panjang dari putusan yang diambilnya. Pertimbangan ini mencakup efek 
deterrence terhadap pelaku dan masyarakat secara keseluruhan, serta perlunya menegakkan 
keadilan bagi korban inses. Hakim perlu memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memiliki 
efek yang mencerminkan seriusnya tindakan inses, namun juga memberikan kesempatan bagi 
pelaku untuk merehabilitasi diri dan memperbaiki perilaku mereka di masa depan. Selain itu, 
hakim juga harus mempertimbangkan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berlaku dalam 
masyarakat, serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan individual dan 
kepentingan masyarakat secara luas. Putusan hakim dalam kasus inses tidak hanya mencerminkan 
penegakan hukum, tetapi juga memberikan pesan tentang nilai-nilai moral dan etika yang 
dijunjung tinggi oleh masyarakat. 

Dalam konteks ini, hakim perlu memastikan bahwa putusan yang diambilnya tidak hanya 
memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan korban inses dan masyarakat 
untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak. Dengan mempertimbangkan semua 
faktor ini secara menyeluruh, hakim dapat memastikan bahwa putusannya adalah yang terbaik 
bagi semua pihak yang terlibat, serta untuk kepentingan keadilan dan keamanan masyarakat 
secara keseluruhan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus inses, 
penting untuk diakui bahwa setiap keputusan memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi 
individu yang terlibat dalam kasus tersebut, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Oleh 
karena itu, hakim perlu mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari putusan yang akan 
diambilnya.  

Hakim juga harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum yang berlaku dan mampu memberikan efek jera yang efektif terhadap pelaku inses. 
Deterrence menjadi faktor penting dalam upaya mencegah terjadinya insiden-insiden inses di 
masa mendatang, sehingga putusan haruslah cukup tegas untuk memberikan sinyal bahwa 
tindakan semacam itu tidak akan ditoleransi dalam masyarakat. Namun, di sisi lain, hakim juga 
perlu mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap pelaku inses. Dengan 
memberikan kesempatan untuk pemulihan dan perubahan perilaku, kita dapat membuka jalan 
bagi proses rehabilitasi yang konstruktif dan memberikan harapan bagi masa depan yang lebih 
baik bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. 

Hakim harus menjalankan tugasnya dengan bijaksana, mempertimbangkan semua faktor 
yang relevan dan memastikan bahwa keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik untuk 
semua pihak yang terlibat. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berimbang, kita dapat 
mencapai keadilan yang sejati dalam penanganan kasus inses (Rahmawati, 2023). Melanjutkan 
pemikiran tersebut, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam 
menjatuhkan putusan terhadap kasus inses. Meskipun keadilan dan penegakan hukum merupakan 
hal yang penting, hakim juga harus memperhatikan kebutuhan akan pengampunan, kesempatan 
kedua, dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks inses, seringkali terdapat 
lapisan-lapisan kompleksitas yang melibatkan emosi, trauma, dan hubungan keluarga yang rusak. 
Oleh karena itu, hakim harus menunjukkan empati dan pemahaman yang mendalam terhadap 
kondisi psikologis dan emosional dari semua individu yang terlibat dalam kasus tersebut. 
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Penting juga bagi hakim untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari 
putusannya terhadap kehidupan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya-
upaya rehabilitasi, bimbingan, dan dukungan psikososial dapat membantu membangun kembali 
kehidupan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Hakim harus berpegang pada prinsip-
prinsip keadilan yang seimbang, yang tidak hanya memperhitungkan aspek hukum, tetapi juga 
memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan pemulihan. Hanya dengan pendekatan yang holistik 
dan berorientasi pada keadilan restoratif, kita dapat menciptakan sistem peradilan yang mampu 
memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi semua individu, tanpa meninggalkan aspek 
kemanusiaan dalam penegakan hukum. Melanjutkan pemikiran tersebut, penting bagi hakim 
untuk menegakkan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keberpihakan 
kepada korban. Meskipun hakim harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi 
sosial bagi pelaku inses, kepentingan utama harus tetaplah melindungi korban dan mencegah 
terulangnya tindakan yang merugikan. 

Dalam konteks ini, hakim harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk 
memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak dan akses terhadap dukungan 
yang mereka butuhkan, baik itu berupa layanan kesehatan mental, bantuan hukum, atau 
perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul akibat proses peradilan. Namun demikian, 
hakim juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan pelaku 
juga dipertimbangkan secara adil. Hal ini mencakup memberikan kesempatan untuk membela 
diri, mendapatkan perlakuan yang manusiawi selama proses peradilan, dan mendapatkan 
kesempatan untuk memperbaiki diri melalui program rehabilitasi yang sesuai. 

Dengan demikian, hakim harus mengambil keputusan yang seimbang, mempertimbangkan 
hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat, sambil tetap memastikan bahwa keadilan dan 
keberpihakan kepada korban tetap menjadi prioritas utama. Hanya dengan pendekatan yang 
holistik dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang seimbang, kita dapat mencapai penegakan 
hukum yang efektif dan kemanusiaan dalam penanganan kasus inses. 

Di Indonesia, inses, atau hubungan seksual yang terlarang antara anggota keluarga dekat, 
merupakan pelanggaran hukum yang serius dan diancam dengan hukuman pidana penjara. 
Hukuman tersebut didasarkan pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Misalnya, jika inses terjadi antara orang 
dewasa yang tidak terikat pernikahan, pelaku dapat dikenai hukuman sesuai dengan Pasal 284 
KUHP tentang perzinaan. Namun, jika inses dilakukan dengan kekerasan, hukuman yang 
diancamkan dapat lebih berat sesuai dengan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Apabila inses 
melibatkan anak di bawah umur, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 294 KUHP tentang pencabulan 
atau Pasal 76C dan 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang tindakan kekerasan 
atau memaksa terhadap anak. Dengan demikian, undang-undang Indonesia memberikan dasar 
hukum yang kuat untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap korban inses, serta 
menegakkan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya (Kusumawardhani, R. A., & Dwiyanti, 
2022) 

Di Indonesia, inses merupakan pelanggaran serius yang memicu respons hukum yang 
tegas. Hukuman pidana yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak 
mencerminkan seriusnya tindakan inses dan berbagai konteks di mana inses dapat terjadi. 
Misalnya, jika inses melibatkan kekerasan atau paksaan, pelaku dapat dijerat dengan hukuman 
penjara maksimal 12 tahun sesuai dengan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Sementara itu, jika 
inses terjadi dengan anak di bawah umur, hukuman yang diancamkan bisa lebih berat lagi, dengan 



Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Inses  
Disertai Pembunuhan Di Indonesia 

42        JSSR - VOLUME 2, NO. 3, Juni 2024 

ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun sesuai dengan Pasal 294 KUHP tentang 
pencabulan atau Pasal 76C dan 81 Undang-Undang Perlindungan Anak (Lestari, R. P., & Pratiwi, 
2020). Pentingnya hukuman yang tegas dalam kasus inses tidak hanya sebagai bentuk keadilan 
terhadap korban, tetapi juga sebagai upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya tindakan 
serupa di masa depan. Dengan menegakkan hukuman yang sesuai, masyarakat diberikan pesan 
yang kuat bahwa inses adalah tindakan yang tidak dapat diterima dalam masyarakat yang beradab. 

Namun demikian, penting juga untuk memperhatikan bahwa hukuman semata tidaklah 
cukup. Pemulihan korban inses juga membutuhkan dukungan yang berkelanjutan, termasuk akses 
terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan sosial. Selain itu, rehabilitasi bagi pelaku inses 
juga penting untuk mencegah terjadinya perilaku yang merugikan di masa depan. 
Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku inses merupakan bagian dari upaya yang lebih besar 
dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi korban inses, serta memastikan bahwa 
tindakan semacam itu tidak terulang di masa yang akan datang. 

Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, penting juga untuk diingat bahwa 
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku inses haruslah disertai dengan upaya-upaya 
rehabilitasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang merugikan di masa depan. 
Hal ini mencakup program-program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk membantu pelaku 
mengatasi masalah psikologis atau sosial yang mungkin menjadi pemicu perilaku inses. Selain 
itu, pendekatan yang bersifat preventif juga harus menjadi fokus dalam menangani kasus-kasus 
inses. Upaya-upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya inses serta pentingnya 
melaporkan dan mengatasi kasus-kasus yang terjadi harus ditingkatkan. Dengan demikian, kita 
dapat mencegah terjadinya inses sebelum tindakan merugikan terjadi. Namun, perlu diingat 
bahwa penegakan hukum dan rehabilitasi tidaklah cukup jika tidak didukung oleh perubahan 
budaya yang lebih luas. Masyarakat perlu terus mendorong norma-norma sosial yang menjunjung 
tinggi prinsip-prinsip kesetaraan, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan penolakan 
terhadap segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. 

Dengan menjalankan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan kita 
dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua individu, serta 
mencegah terjadinya kasus-kasus inses di masa depan. Hanya dengan kerjasama antara 
pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu-individu di seluruh masyarakat, kita dapat 
mencapai perubahan yang nyata dalam penanganan masalah inses. Dalam melanjutkan upaya-
upaya penegakan hukum dan rehabilitasi terhadap kasus inses, penting untuk menjalin kerja sama 
yang erat antara berbagai lembaga terkait, termasuk lembaga penegak hukum, lembaga kesehatan 
mental, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor ini diperlukan 
untuk menyediakan pendekatan yang holistik dalam menangani kasus-kasus inses. 

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat jejaring kerja sama antara 
lembaga penegak hukum dengan lembaga kesehatan mental dan sosial. Ini bertujuan untuk 
memberikan perlindungan dan dukungan yang komprehensif bagi korban inses, sekaligus 
memastikan bahwa pelaku inses mendapatkan akses terhadap layanan rehabilitasi yang sesuai 
dengan kebutuhan mereka (Erviana, E., & Yunitasari, 2022). Selain itu, kampanye penyuluhan 
dan pendidikan publik juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
masalah inses, menghilangkan stigma, dan mendorong pelaporan kasus inses yang terjadi. 
Pendidikan mengenai batasan-batasan yang sehat dalam hubungan keluarga serta pentingnya 
melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual juga harus diperkuat 
di semua tingkatan. 
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Penguatan sistem pengawasan dan pemantauan terhadap kasus inses juga harus dilakukan 
secara terus-menerus. Ini mencakup pengembangan sistem pelaporan yang mudah diakses dan 
aman bagi korban, serta peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-
kasus inses dengan sensitif dan efektif. 

Dengan mengadopsi pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan semua pemangku 
kepentingan, diharapkan kita dapat mengatasi tantangan inses secara efektif, memberikan 
perlindungan yang lebih baik bagi korban, dan mencegah terulangnya kasus-kasus inses di masa 
depan. 

Melanjutkan upaya-upaya penanganan inses, penting juga untuk memperkuat sistem 
dukungan dan pemulihan bagi korban inses. Hal ini mencakup penyediaan layanan kesehatan 
mental yang terjangkau dan berkualitas, serta akses terhadap layanan medis dan konseling yang 
sensitif terhadap pengalaman trauma yang dialami korban. Selain itu, program-program dukungan 
sosial dan psikososial juga perlu ditingkatkan untuk membantu korban mengatasi dampak 
emosional dan psikologis dari inses serta memperkuat kembali rasa harga diri dan kepercayaan 
diri mereka. 

Dalam konteks ini, peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga sangat 
penting. Mereka dapat memberikan dukungan praktis dan emosional kepada korban inses, serta 
memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah 
inses. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga swadaya 
masyarakat dapat memperkuat upaya-upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban inses. 

Tidak hanya itu, pendidikan dan pelatihan tentang kekerasan seksual dan inses juga perlu 
ditingkatkan di berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan formal di sekolah hingga pelatihan 
untuk tenaga profesional di bidang kesehatan dan hukum. Dengan meningkatkan pemahaman 
tentang inses dan upaya pencegahannya, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan 
mendukung bagi semua individu. Pada akhirnya, penanganan inses bukanlah tanggung jawab satu 
pihak, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Dengan kolaborasi yang 
kokoh antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan individu-individu, 
kita dapat menciptakan perubahan yang positif dalam upaya memerangi inses dan memberikan 
perlindungan serta pemulihan yang layak bagi korban. 

Dalam kasus yang mengejutkan dan memilukan ini, hakim telah mempertimbangkan 
dengan seksama berbagai faktor yang memengaruhi keputusan hukumnya terhadap Rudianto. 
Terbukti bersalah atas pembunuhan keji terhadap tujuh bayinya, Rudianto terungkap memiliki 
motif yang mengerikan: keuntungan ekonomi dengan menjual bayi-bayinya. Keputusan hakim 
juga dipengaruhi oleh ketiadaan rasa penyesalan dari Rudianto, yang ditambah dengan statusnya 
sebagai residivis, semakin menambah keberatan atas perbuatannya. Meskipun tidak ada upaya 
pemulihan yang bisa dilakukan terhadap korban yang telah meninggal dunia, hakim melihat perlu 
untuk menegakkan keadilan yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Oleh karena 
itu, hukuman mati dijatuhkan kepada Rudianto sebagai bentuk keputusan yang dianggap paling 
sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan 
penegakan hukum yang tegas, tetapi juga memberikan pesan yang kuat tentang konsekuensi dari 
tindakan kejahatan yang keji dan tidak manusiawi. 

Keputusan hakim menegaskan bahwa tindakan kejam Rudianto tidak dapat dibiarkan tanpa 
konsekuensi yang sesuai. Pembunuhan terhadap tujuh bayi yang tak berdosa merupakan tindakan 
yang tidak hanya kejam, tetapi juga menunjukkan ketidakberpihakan kepada nilai-nilai 
kemanusiaan yang mendasar. Motifnya yang didorong oleh keuntungan ekonomi semakin 
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menambah kebiadaban dari perbuatannya. Pertimbangan atas faktor-faktor yang memberatkan, 
seperti status sebagai residivis dan ketiadaan penyesalan, menjadikan putusan hakim lebih tegas. 
Meskipun upaya pemulihan tidak lagi memungkinkan bagi korban yang telah meninggal dunia, 
hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Rudianto diharapkan menjadi pengingat keras bagi 
siapapun yang berpikir untuk melakukan tindakan serupa di masa mendatang. 

Lebih dari sekadar penegakan hukum, keputusan ini mencerminkan keadilan yang harus 
ditegakkan bagi para korban yang tidak bersalah. Pesan yang dihantarkan oleh putusan hakim 
adalah bahwa tindakan kejahatan yang merugikan jiwa manusia tidak akan ditoleransi dalam 
masyarakat yang beradab. Dengan demikian, hukuman mati yang dijatuhkan dalam kasus ini 
bukan hanya merupakan akhir dari sebuah proses hukum, tetapi juga sebuah langkah penting 
dalam menjaga martabat kemanusiaan dan menegakkan keadilan. 

Melanjutkan dari poin-poin tersebut, keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati 
terhadap Rudianto juga mencerminkan komitmen untuk melindungi masyarakat dari individu 
yang melakukan kejahatan serius seperti pembunuhan terencana. Dalam konteks ini, keputusan 
hukum tersebut menjadi peringatan yang kuat bagi siapa pun yang berniat untuk melanggar 
hukum dan mengabaikan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Namun, sementara hukuman mati 
mungkin dianggap sebagai bentuk keadilan yang keras bagi beberapa pihak, hal ini juga memicu 
debat tentang etika dan keefektifan hukuman mati sebagai cara untuk menangani kejahatan serius. 
Beberapa pihak mungkin berpendapat bahwa rehabilitasi dan pendekatan lainnya untuk 
mengubah perilaku pelaku kejahatan dapat menjadi alternatif yang lebih manusiawi dan 
berkelanjutan dalam jangka panjang. 

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menyoroti pentingnya pencegahan inses dan 
tindak kekerasan dalam keluarga secara lebih luas. Upaya pencegahan dan pendidikan yang lebih 
aktif tentang pentingnya hubungan keluarga yang sehat, perlindungan anak-anak dari eksploitasi, 
dan kesadaran tentang tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk 
mengatasi akar penyebab inses. Dengan demikian, kasus ini bukan hanya merupakan 
penyelesaian dari satu kasus kriminal, tetapi juga menjadi refleksi tentang tantangan yang lebih 
besar dalam menjaga keamanan, kesejahteraan, dan martabat semua anggota masyarakat. Hanya 
dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, kita dapat berharap untuk menciptakan 
masyarakat yang lebih aman dan mengurangi insiden-insiden kejahatan yang merusak. 

Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, kasus Rudianto mencerminkan perlunya 
perhatian yang serius terhadap masalah inses dan kekerasan dalam keluarga. Pentingnya 
pendidikan tentang hubungan yang sehat, pemahaman tentang batasan-batasan yang tidak boleh 
dilanggar dalam keluarga, serta kesadaran akan tanda-tanda kekerasan merupakan langkah awal 
yang penting dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Selain itu, perlu ada 
upaya yang lebih besar dalam mendeteksi dan melaporkan kasus inses serta memberikan 
perlindungan yang lebih baik bagi korban. Sistem dukungan bagi korban inses, termasuk akses 
terhadap layanan kesehatan mental dan sosial, juga perlu ditingkatkan agar korban dapat 
mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dalam proses pemulihan mereka. 

Di samping itu, perlu ada upaya yang berkelanjutan dalam mengatasi akar penyebab inses, 
termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak individu. 
Penguatan sistem pendidikan, layanan kesehatan, dan jaringan dukungan sosial juga merupakan 
langkah yang penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi 
semua anggota masyarakat. Dengan mengambil langkah-langkah ini secara serius dan 
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berkelanjutan, kita dapat berharap untuk mengurangi angka inses dan kekerasan dalam keluarga, 
serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, aman, dan sejahtera bagi semua individu. 

 
KESIMPULAN 

Inses, sebuah fenomena yang melanggar norma sosial dan hukum, menghadirkan tantangan 
serius bagi masyarakat. Di Indonesia, inses tidak hanya dipandang sebagai tindakan amoral, tetapi 
juga diancam dengan hukuman pidana yang tegas. Namun, menyelami akar penyebab inses dan 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku menjadi langkah penting dalam 
memahami kompleksitas isu ini. 

Pentingnya kesadaran akan faktor-faktor penyebab inses menjadi kunci dalam upaya 
pencegahan. Edukasi yang tepat kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda, serta 
pembangunan komunikasi terbuka di dalam keluarga dapat menjadi langkah awal yang signifikan. 
Seiring itu, penting juga untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani kasus 
inses, memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan korban diberikan perlindungan 
yang layak. Upaya pencegahan dan penanganan inses juga memerlukan dukungan yang kuat dari 
berbagai pihak, termasuk para profesional di bidang kesehatan, pendidikan, dan hukum. Pelatihan 
yang intensif serta kampanye penyuluhan yang terus-menerus akan menjadi kunci untuk 
menciptakan perubahan yang nyata dalam masyarakat. 

Inses, sebuah realitas yang mengejutkan dan menggemparkan, menyoroti eskalasi masalah 
yang mempengaruhi jaringan sosial dan norma hukum di Indonesia. Dalam pandangan 
masyarakat, inses tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap moralitas, tetapi juga merusak 
struktur keluarga dan kesejahteraan individu yang terlibat. Dengan demikian, pemahaman 
mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya inses dan pertimbangan hakim dalam 
menangani kasus semacam ini menjadi semakin penting. 

Langkah-langkah preventif dan edukatif memegang peran krusial dalam menangani inses. 
Penyuluhan yang menyentuh akar penyebab inses dan memberikan pemahaman yang 
komprehensif kepada masyarakat dapat menjadi dasar yang kokoh dalam pencegahan. Selain itu, 
upaya memperkuat sistem pendidikan seks yang tepat dan membangun komunikasi terbuka di 
dalam keluarga menjadi fondasi penting dalam melawan inses. Tidak hanya memahami faktor 
penyebab dan pertimbangan hukum, tetapi juga memperkuat sistem dukungan bagi korban inses 
menjadi hal yang mendesak. Melalui pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak, mulai 
dari pemerintah hingga masyarakat sipil, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan 
mendukung bagi semua individu yang terkena dampak inses. 

Melalui penelitian ini, diharapkan kesadaran akan inses meningkat, dan langkah-langkah 
konkrit dapat diambil untuk mencegah dan menangani masalah ini dengan lebih efektif di masa 
depan. Dengan demikian, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih adil, aman, dan 
peduli terhadap kesejahteraan semua anggotanya. 
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